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TENTAI{G

TATA CARA PEMBENTUKAH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAil. PANITIA PEMUI{GUTAN

SUARADANKELoMPoKPEI{YELEI{GGARAPEMUNGUTANSUARADALAMPEMILIHAN
UMUM WAUKOTA DAI{ WAKIL WALIKOTA DEFOKTAHUN 2O1O

KOMISI PEMILIIIAN UMUM
KOTA DEPOK

KEPUTUSAH KOMISI PEMILIHAI{ UMUM
KOTA DEPOK

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOI(,

Itlenlmbang

ilengingat

a. bahwa sesuai ketenhlan Pasal 1 angka 4 dan 5, Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nornor 63 Tahun 2ffi9 tentang Pedoman

Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kffi, Panita Pemilihan Kecamatan,

Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum lGbupaten/Kob
berwenang membentuk Panitia Pemilihan Kecarnatan, Panitia

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala

daerah;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dirnaksud pada huruf
a, pedu menetapkan Tata Crra Pembentukan Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Walikota

dan Wakil walikob Depok Tahun 2010 dengan KeFutusan Kombi
Pemilihan Umum l(ota Depok

1. Undang-Undang Nornor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotarnadya Daerah

Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia l',lomor

3828);

2. Undang-Undang Nornor 10 Tahun 20O+ Gntang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2(x)4 Nornor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nonrcr 4389);

3. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran l,legard Republik Indonesia Nornor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 8 Tahun
2005 bntang Penebpan Peraturan Pemerintah PenggEnti Undang-
Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

rnenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 l{omor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548); dan diubah kembali dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nonpr 59 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4844) ;

SALINAN



lrlemperhatikan

Menetapkan

PERTAIIA

KEDUA

4. Undang-Undang Norncr 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pernerintah Pusat dan PenErintahan Daerah

(Lembann Negara Repuuik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NonEr 4438);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nornor 22 Tahun 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran NegEra Republik

Indonesia Tahun 2ff)7 NorYPr 55, Tambahan Lembaran NegEra

Republik Indonesh Nomor 4721);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nonpr 2 Tahun 2008 Entang
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4801);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,

Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

sebagaimana tdah diubah terakfiir dengan Peraturan Pernerintah

Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2@8 Nonror 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4865);

8. Peraturan Komisi Pemlihan Umum Nonnr 31 Tahun 2008 tentang
Kode ftik Pen)relenggara Pemilihan Umum;

9. Pe6turan Komisi Pemlihan Umum Nornor 05 Tahun 2008 tentans
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Kom-lsi Pemilihan Umum

Provnsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/lota sebagairnana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr 21

Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nornor 37

Tahun 2008;

10. Peraturan Kombi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 20{D tentang
Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nornor 04 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nonpr 63 Tahun 2009 tentang
Pedonran Penyusunan Tata Kerja Komisi PenHlihan Umum Pro/insi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Panitia Pemilihan
Kecamatan, Paniua Pemungutan Suara dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilhan Umum Kepala

Daerah dan wakil Kepala Daerah.

: Berita Acara Rapat Pleno Kombi Pemilihan Umum Kob Depok tanggal 25
April 2010.

IUIEMUTUSKAI{:

Tata Gra Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

dalam Pemilihan Umum walikota dan wakil Walikob Depok Tahun
2010. sebagaimana lamSriran Keputusan ini;

Keputusan ini mulai berlaku sejak bnggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana rnestinya.

Ditebpkan : di Depok
Pada tanggal : 25 April 2010

Salinan sesuai dslgan Glinya
SEXRETARIAT XPT' XOTA OEPIOK

Kepala Sub Bag-nn Hdrum, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK

Ketua,

Ttd

MUHAMMAD HASAN

AHMAD OTII{G SH., M}I.
NrP 19411il 198603 1 002



SALINAN

LAMPIRAN
NOMOR
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KEPUTUSAN KOMISI PEMIUHAN UMUM KOTA DEPOK

03 /Kpts/Ri KPU-1 1.329181/2010
25 APRIL 2O1O

TATACARAPEMBENTUKANPANITIAPEJ"IILIHANKECAMATAN,PANTIA
PEMUNGUTANSUARADANKELoMPoKPEI.IYELENGGARAPEMUT{GUIANSUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2O1O

I

TATA CARA PEMBEI{TUKAil PANITIA PEMILTHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMuNGuTANSUARADANKELoMPoKPENYELENGGARAPEMUNGUTANSUARA

DALAM PEMILIHAI{ UMUM WALIKOTA DAI{ WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2O1O

I. KETEI{TUAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, selanjutnya disebut
pemilukada adalah Pemilu untuk memilih walikota dan wakil Walikota Depok Tahun

2010 secara langsung di wilayah Kota Depok berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah Kota Depok selanjuhya disingkat DPRD Kota Depok;

3. Komisi Pemilihan umum Kota Depok adalah penyelenggra Pemilu walikota dan wakil

walikota Depok Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelengqara Pemilihan Umum;

4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjuhya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk deh
Kpu Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu walikota dan wakil walikota Depok di

Ungkat ktramatan;
s. panitia Pemungutan suara, selanjutnya disebut PPs adalah panitia yang dibentuk oleh

Kpu Kota Depok untuk menyelenggarakan Pemilu walikota dan wakil walikota Depok di

tingkat kelurahan;
6. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kdompok Penyelenggara Pemungubn Suara,

selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petr.rgadkelompok yang dibentuk oleh PPS

atas nama KPU Kota Depok untuk menydenggarakan pemutakhiran data pemilih dan
pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu walikota dan Wakil

Walikota Depo& serta bersiht semenbra;
7. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilalcanakan

pemungutan suara dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010.

PEMBEilTUKAI{ PPK DAl{ PPS

1. Untuk menydenggarakan Pemilu walikota dan Wakil Walikob Depok di tingkat
kecamatan dan kelurahan masing-masing dibentuk PPK dan PPS;

2. PPK dan PPS dibentuk oleh KPU Kota Depok selambat{ambatnya 7 (tujuh) bulan

sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau mengacu pada Tahapan, Program dan
ladwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun
2010, berdasarkan Keputusan KPU Kota Depok;

3. PPK dan PPS dibubarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara
atau setelah pelantikan Walikob dan Wakil walikffi Depok terpilih.

III. PERSYARATAN CALON ANGGOTA PPI(, PPS, DAN I(PPS

a. Warga Negara Indonesia;
b. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 serta

citarita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d. Berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;

e. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
f. Sehat jasmani dan rohani (Keterangan Kesdratan dari Puskesmas/RsuD);

il



g. Dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia (dibuktikan dengan Fotocopy

Ijazah terakhr);
n ffOaf rynah Uipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah manperdeh

reiuatan hukum tetap kaiena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan

i. iiOit menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pemyataan.yang sah

atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota

partai politik iang OiOuiti1an dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang

ry

bersangkutan.

PENGANGKATAN AT{GGOTA PPK
1. Jumlah anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat Kota Depok

yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;

Z. Ang-gota ppK diangkat oleh KPU Kqta Depok dengan Keputusan dan pelantikan selambat-

tarifutnya awal bulan luni 2010 atau sesuai Tahapan, Program dan .ladwal

Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

3. Pengumuman seleksi anggob PPK paling lama 3 (tiga) hari;
4. Seleksi anggota PPK dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30o/o (tiga puluh

perseratus);
5. Seleksi anggota PPK dilaksanakan melalui tes terfulis dan wawancara.

\-v SEIAETARIAT PPK
1. Dalam menjalankan tugas anggota PPK dibantu oleh seketariat yang dipimpin deh

seorang Seketaris dari PNS Pemerintah Kota Depok yang memenuhi persyaratan;

2. PNS yang dimakud diprioritaskan dari Pegawai Kecamatan yang bersangkutan;

3. Dalam menentukan staf sekrebriat, PPK dapat meminta saran dan pendapat Camat

setempat;
4. ppK melalui KPU Kota Depok mengajukan 3 (tiga) nama calon seketaris PPK k@ada

Walikota Depok;
5. Walikota menetapkan 1 (satu) nama sebagai Seketaris PPK dengan Keputusan Walikota;

6. Sebelum mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris, secara kolektif melalui KPU Kota

Depok PPK dapat berkonsukasi dengan sekretaris daerah Kota Depok;

7. Sekretaris PPK dibantu oleh 2 (dua) orang staf sekretariaq
8. Personalia sbf sekretariat PPK diangkat oleh Sekretaris PPK.

vI. PEI{GANGKATAN ANGGOTA PPS
1. lumlah anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat Kota Depok

yang memenuhi syarat dan lulus seleksi;
2. Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota Depok dengan Keputusan dan pelanukan selambat-

lambatnya awal bulan Juni 2010 atau sesuili Tahapan, Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilu walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2010;

3. Pengumuman sdeksi anggota PPS paling lama 3 (tiga) hari;
4. Seleksi anggota PPK dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30o/o (tiga puluh

perseratus);
5. Calon anggota PPS disampaikan dan atau diusulkan bersama Kepala Kelurahan dan

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

6. Selekg anggota PPS dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara.

VII, SEIGETARIAT PPS
Dalam menjalankan tugas anggota PPS dibanfu oleh seketariat dari kantor Kelurahan

sebanyak 3 (tiga) orang.

VIII. PENGAT{GKATAN PPDP
1. PPS mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dari perangkat Kelurahan,

Rw, RT dan warga masyarakat yang diangkat dan diberhenukan dengan Keputusan PPS

sebanyak 1 (satu) orang untuk setiap TPS;



2. pengangkatan PPDP dilakukan oleh PPS segra setelah menerima Daflar Pemilih

Semien6ra (DpS) masing-masing kdurdhan dari KPU Kota Depok melalui PFK dan

berakhir masa ketjanya pada saat pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);

:. Gb4um menerimi opS, ppS sudah menlapkan Calon PPDP yang akan diangkati

+. reu rotu Depok membuat model Keputusan PPS sebagai pedoman bagi PPS dalam

menetapkan pengangkatan PPDP;

S. ppOp 6ertudas hemUantt, pps dalam menyusun dan mengumumkan DPS, DPS

Perbaikan, dan DFT'

rx. PEMBEilruKAil ANGGOTA KPPS
1. KPPS dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kda Depok selambatiambatnya 21 (dua

puluh satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan berakhir selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari dan tanggal pemungubn zuara;

2. Jumlah inggdb 1gi6 sebanyak 7 (tujuh) orang )ang berasal dari anggota masyarakat di

sektar TPS yang memenuhi syarat dorgan dibantu oleh 2 (dua) orang pehrgas Linmas;

3. Dalam hal pembentukan anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Lurah, Rw dan

RT setempaq
4. Hasil pembenhrkan KPPS dilaporkan kepada KPU Kota Depok melalui PPK.

KETENTUAT{ LAIN
1. Dalam menetapkan calon anggoh KPPS, PPS wajib memperhatikan petugas PPDP untuk

dijadikan anggota KPPS;

2. PPK dan PPS dalam merjalankan tugas harus tertib sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

KOMISI PEtt ]UHAN Umulil
KOTA DEPOK

Ketua,

Salanan se3uaa d€ngFn Glin a
SEMETARIAT XPI' KOTA DEPOK

Kegala Sub Bagian lldtum,

MUHAMMAD HASAN

NrP 1964{128 198603 1 002
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